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ABSTRACT

The dismissal case of two mumsters by the president has invited a contruvetsial dehals on
the legal status of Paliament’s interpellation right and 1ts use The parliament amampts 1o
brimg this case into the problem of presidenr posihion. The prablem now 15w hether the s
of the wmterpellation right  is constilutional or mconstiwnonal. On vne swehe, b 1
constiwtional because the president could use 1 10 distniss tis mnisters. The presidens bas
his legal base regulated in LL N, 41999 referring e 1935 Constituton. On the other Thamd.
it is inconstitutiona] because the parliament has used it to argue rhe distrssal of the mumister
by the president. It is president’s prerogative. 1t means that the parhament could not
overthrow the president just hecause of minister dismissal case. Thus paper attamprs o
discuss whether the application of interpellation night 1s copatitutional or ool

Kata kunci: Hak Interpelasi, Pemberhentian Menteri,
I. PENDAHULUAN

Beberapa bulan yang lalu, pemberhentian dua anggota kaminet, vaiu
vusuf Kalla dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  dan
Laksamana Sukardi dari jabatan Menteri Pendayagunaan Badan Ulsaha Milik
Negara telah mendapat reaks: keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DFR}
DPR sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pemerintah ndak dengan
serta merta menerima pemberhentian kedua menterl tersebut, karena i ia
berupaya menanyakan alasannya.

Meskipun presiden telah memberi penjetasan kepada DPR - dalam
rapat tertutup (rahasia) antara presiden dun DPR, penjefasan itu lidak cukup
bagi anggota DPR lain. Setelah melalui perdebatan intern DPR, akhinya 277
dari 500 anggota DPR bersepakat untuk menggunakan hak interpelasi thak
memintz keterangan) kepada Presiden Adurzhman  Walud  mongenal
pemberhentian kedua anggota kabinetnya terscbhut.

* Staf penpajar Fakultas Hukum Universias Tarurnanagara Fakarta,
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Pada tanggal 2( Juli 2000, Presiden Abdurahman Wahid memenuhi
keinginan DPR memberi keterangan dalam Sidang Pleno DPR. Melalui
keterangan tertulisnya, vang dibacakan clch Peojabat Menteri Sekretaris
Negara Djohan Effendi, presiden mempersoalkan cksistensi hak interpelasi
DPR dalam sistem pemerintahan presidensial yang dimiliki Tndonesia.
Sccara singkat, presiden menganggap bahwa DPR tidak mempunyai hak
terscbut untuk meminta Keterangan kepada presiden. Bahkan, karens
Undang-undang Dasar 19435 (LT 1945) tidak mengatur secara eksplisit hak
interpetast DPR. maku adanva pengaturan hak interpelasi dalam UL No. J
Tahun 1998 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Peraakilan Rakyvat Dacrah
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 {Anonim. 200¢: 4). Karena alasan
status hukum hak ini derwkian, maka presiden tidak meniberi keterangan
vang diminta DPR Beliau hanya menunjuk pada atasan yang pernah
disampatkannya kepada DPR pada wakiu rapat wertutup terdahulu { Anonim.
20004: 4).

Schagian anggota DPR ndak menerima sikap presiden yvang tidak
menjawab substansi yang ditanyakan (Anomin, 2000: 4). Timbul kesan pada
sebaglan besar anggota DPR bahwa presiden menolak memberi keterangan
dan menghindar dari keinginan DPR yang nierupakan lembaga vang
mengawasinya. Karcna i, mereka menindaklanjuti sikop presiden tersebut
dengan menggunakan hak pernyataan pendapat DPR kepada pemerintal,

Kalangan lam juga menganggap jawaban presiden atas interpelasi
DPR merupakan kesaiahan, yang akan memperpanjang ketegangan pelitik
{Anomm, 2000c: 11). Karena itu Ichlasul Amal {Rektor Universitas Gajah
Mada) mengatakan bahwa “harapan saya Gus Dur minta maaf saja...
musalnya dia (presiden) mengatakan kepada DPR saya minta maaf tetapi
saya Udak dapat memjclaskan, atau mengatakan ucapannya itn karena
mendapat informasi keliru. Lalu sudah selesai persoalannva™ ({Anonim.
2000¢7 T1). Sementara i, Suryadharma Ali (anggota Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan), Sutjipio (Sekjen Dewan Pimpinan Pisat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan). dan anggota dari Fraksi Bulan Bintang menyatakan
meskipun presiden meminta maaf namun tetap perlu meminta keterangan
tambahan mengenai belum terjawabnya substansi voeng ditanvakan DPR
{Anonim, 2000d: 47,

Beherapa pernyataan di atas menyiratkan angpapan bahwa prestden
telah hersalah. dan pernyataan maaf tidak mengobat kesalahannya, sehingga
DPR ingin membawa persealan ini Jebih fanjut. 1ad ini tampak dari adanyva
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kesepakatan enam fraksi DPR (yang merupakan penandalangan atau
pengusul hak interpelasi} mengumpulkan tanda tangan untuk menyeunakan
“hak pernyataan pendapat” (Anenim, 2000d: 4). Sebanyak 232 anggota DFR
telah menandatangani dan mengajukan hak peryataan pendapal kepada
presiden (Anomim, 2000e: 4). Dari tindak lanjut ini. tampak bahwa persoalan
tidak dijawabnya hak interpelasi DPR olch presiden menjadi persoalan seris
bagi DPR, sehingga DPR menggunakan haknya lebih lanjm vakm Tk
permyataan pendapat.

Berkaitan dengan hal di atas. ada yang menarik wntuk dilakuban
pengkajian menurit hukum tata negara, yakni mengenai status hukum hak
interpelasi DPR dan penggunaan hal itu terhadap pemberhention menter|
aleh presiden, yang diperdebatkan olch presiden dan DPR. Pada twilisan
sederhana ini, penulis tidak bermaksud ikut mempersoalkan atau menggugal
alasan presiden memberhentikan kedua menterinya tersehut, melainkan ingin
mencari status hukum sebenarnya mengenai hak interpelasi itu dan lewalitas
penggunaan hak it oleh DPR terhadap pemberhentian metert. Padi akhinya
wlisan ini ingin menjelaskan posisi presiden dalam  memanduny hak
interpelast DPR dan posisi DPR dalam menggunakan hak interpeisinga,

Il. PERMASALAHAN

Perbedaan pandangan antara presiden dan DPR mengenal hak
interpelasi DPR telah mepimbulkan berbagal tanda tanya batk & kalangzan
akademnisi, prakiisi, maupun kalangan masyarakat luas,  Ada »ang
menanyakan apakah itu merupakan upaya bela diri presiden. bentik
intervensi DPR terhadap pemerintah, bahkan ada vang menanyvakan
sehagai bentuk perseteruan antara presiden dan DPR,

Bagi kalangan akademisi ada sejumlah permasalahan yany dapat
diangkat dan sejumlah penjelasan yang dapat menjeiaskan Jawabannya, [yart
sist  hukom, khuswsnya hukum  tata  negara, permasalahan  nmrupun
penjelasannya berkaitan dengan aspek hukum yang mengatumya. baik aspek
hukum nommatif, empiris, maupun teoretis. [ari aspek hukum normatf, hak
ini telah diatur dalam U No. 4 Tahun 1998.

Secara praktis, pengaturan hak interpelasi DPR dalam LU ™o 4
Tahun 1998 telah dipersoalkan kekuatan hukumnya oleh presiden. Hak m
dianggap tidak konstitusional, karena tidak diatur dalam ULD 1943
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan. Sementara il
dari aspek teorctis. hak itu juga dipertanyakan keubsahannya oleh presiden
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karena dalam sistem pemerintahan presidensial hal itu tidak  dikens)
{Anomim, 2000a: 4).

Dn sisi lain. tampak bahwa kalangan DPR atau anggota DPR
menganggap ada keterkaitan antara penggunaan hak inierpelasinva dengan
pernberhentian menteri. DPR memandang bazhwa masalah pemberhentian
kedua ementeri v tidak semata masalah kekuasaan presiden tetapi juga
masalah kekuasaan DPR. Mereka menghubungkan saet presiden hendak
mengangkat para menteri dengan saat presiden memberhentikannya. Ketika
ity presiden meminty pertintbangan kepada partai politk vang duduk di 1DPR
mengenai slapa yang pantas diangkat menteri. karena itu ketika hendak
memberhentikan  menterinya, DPR  menghendaki  presiden menninta
pertimbangan dahulu dari partai politik yang mewadahi kedua menter
terscbut {Anonumn, 2000a:11).

Dan hal yang disebut terakhir, terdapat sudut pandany berbeda antarn
DPR dengan presiden dalam soal pemberhentian kedua menteri di atas.
Presiden memandang masalah pemberhentian menteri adalah kekuasaannyva
semata, scdangkan dalam pandangan DPR pemberhentian kedua menteri
tersebut adalah juga dalam kerangka kekuasaan pengawasan DPR sehinggea
DFR mempunyai bak untuk menanyakan bahkan meminta keterangan atis
perwberhentian kedua menteri tersebut. Bukan sckadar itu, DPR juua
memandang dapat menggunakan haknya yang lain, misalnyva hak permyataan
pendapat dan hak meminta Sidang [stimewa MPR apabila presiden tiduk
memberi jawaban atas keterangan yang dimintanya { Anonim, 2000a:1 1}

Dari sudut hukum, penulis melihat ada masalah yang perlu
dijernihkan, dalarn memandang status hukum dan mengimplenientasikan hak
interpelasi terhadap kasus kedua menteri terscbut. Permasalahannva adalah
pertama, bagaimana status hukum hak interpelasi DPR?; kedua apakah
penggunaan hak interpelasi DPR terhadap kasus pemberhentian menteri olch
presiden berada dalam wilayah kewenangannya? Inilah permasalahan vany
diangkat penulis dalam tulisan ini.

I, STATUS HUKUM HAK INTERPELAS] DPR

Sebagaimana penulis kemukakan di atas, hak interpelasi (meminta
keterangan) DPR hanya diatur dalam UTJ No. 4 Tahun 1999, sedanakan
UUD 1945 tidak mengatumya. Apabila penulis melihat pertimbangan
hukum (dasar hukum) legisiator, tampak bshwa pencantuman dun
pengaturan  hak tersebut ke dalam UU No. 4 Tahun 1999 berdasarkan
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ketentuan Pasal 19 ULD 1945, yang menyebutkan “Susunan Dewan
Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang™ Dari data i penulis
berpendapat bahwa, legistator menganggap dasar bukum konstitusi hak
interpelasi DPR adalah Pasal 19 UUD 1943

Dalam realita, dasar hukum konstitusi pencantuman hak interpelasi
terssbut dipertanyakan oleh presiden, karema hal e ldak diatur secara
eksplisit dalam UUL 1945, Dengan denukian, menurut pandangan beliauw,
pencantuman dan pengaturan hak micrpelast DPR ke dalan: UT i atas tidak
mempunyai dasar konstitusi atau inkonstitusional {Anonim. 200k 11

Apabila penulis kaji perbedaan pendapat di atas, tmpak bahwa
perbedaan itu bersumber pada perbedaan penafsiran substansi terhadap
ketentuan Pasal 19 ULID 1945, Presiden menafsirkan babwa pasal itu tidak
menyebutkan hak interpelasi DPR, schingga UL tentang Susuian DPR udak
holeh mencantumkan dan mengatur hak tersebut. Schaliknya pihak DPR
metasa bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 19 tersebut, secarad tersivat LU
tentang Susunan DPR dapat mencantumkan dan mengaturnai.

Jika dikaji lebih jauh, perbedaan pandangan di atas berkailan dengan
penafsiran tentany jangkauan wewenany peraturan yang lebilh rendah dalam
mengatur lebih lanjut peraturan yang lfebih tingg (di atasnya). Dalam hal
adalah jangkauan ist yang diatur oleh L1 yang mengatar Icbih fanjut LD
1945, Dikaitkan dengan jangkauan ini. penulis menangkap pemahaman
presiden bahwa UL tiduk boleh mengatur lebih lanjut hal-hal yang tdak
ditentukan oleh UUD 1945, Karena itu, dengan tidak diaturnya substansi hak
interpelasi DPR dalam LU 1945, maka LU tidak mempuny Jangkanan
untuk mengatur hak tersebut. Sementara itu di pihak Tain, vakni legislator.
khususnya DPR, berpendapat meskipun UUD 1945 tiduk sceara ekspiisit
menyebutkan hal interpelasi DPR, namun berdasarkan Lewntuan Pasal 19,
legistator dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan DPR, termasuk di
dalamnya hal interpelasi DPR. Dengan denukian, timbul  pertanyaan,
bagaimana sifat pengaturan lebih lanjut oleh UL atas Ketentuan yang ada
dalam UUD?

Berkaitan dengan persoalan di atas, penulis mencoba melihatnya dan
sudut sistem pengaturan negara Indonesia. Hal ini karena, soal jatngkauan
substansi {isi) suatu peraturan, berkaitan dengan sislem pengaturan negard.
Yang dimaksud dengan sistem pengaturan negara di sini adalah keseluruhan
elemen pengaluran negara yanyg mengaur substansi (isi) suatu poraturan Ke
dalam jemis peraturan tertentu.
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Berkaitan dengan hal di atas. Hans Nawiasky menyatakan pengaturin
negara digolongkan ke dalam empat golongan nomma vang bertingkan,
Pertama  staatsfundamentainorm  (norma  fundamental negara), kedu
staatsgrungeselz (aturan dasar negara), ketiga formellegeserz (aturan atan
UL formal), dan keempat verordnung dan autorone satzung (peraturn
pelaksana dan peraturan otonom) { Atamimi, 1990 287).

Apabila mengkapi TUD 1945 @ampak ada cmpat jenis aturan vang
secara cksphisit disebutkannva. Kecempat aturan ity adalah LUD (Pasal 2
LA [Pasal & Ayat (1} jo Pasal 20 Ayat (1) UL 1943 vang telah diubal
dengan Pasal 5 Avat (1) jo Pasal 20 Ayat (1} Perubahan Pertama UU'D
1945], Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang disingkat Perpu
(Pasat 22), dan Pcrawran Pemerintah disingkat PP [Pasal 3 Avat (2)).
Kemudian ketentuan-ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam  Ketetapan
Maehs Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 1EMPR2000 tentany
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. vt
menempatkan hirarki peraturan sebagai berikut: LU 1943, Ketetapan MPR
(Tap. MPR), UL, Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-undanyg {Perpu;.
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden iKeppres), dan Peraturan
Daerah (Perdal.

Apabila jenis-jenis peraturan terschut o atas dikaitkan dengan
pendapat  Hans  Nawiasky, A, Hamid S Atamimi  mengatakan
staatsfundamentadnors & Indonesia adalab Pancasila atan Pembukaan LD
1943, Stearsgrungesesz adalah UUD 1945 (batng tubuh dan penjelasanniai
dan Ketetapan MPR, formeffegeserz adalah UTUPerpu, serta verordimeng dan
antonome saizung ddalah peraturan pelaksana dan UL Perpu dan peraturan
otonom yang berdasarkan atribusi dari TUD atas UT! {Anamint. 1990, 287,

Atas dasar it penulis melthat sistem pengaturan negara Indonesia
mencakup dua subsistern pengaturan, yaitu subsistem pengaturan yang
bersital konstutitif dan perundang-undangan. Subsistem pengturan vung
bersifat  konstitutif adalah  pengaturan negara vang bersumber  pada
kekuasaan konstitutif, vang ditvangkan ke dalam konstitusi thukum dasar)
valu ke dalam UUD dan Ketetapan MPR. Pengaturan yang bersifat
perundang-undangan adalah pengaturan negara vang bersumber padi
kekuasaan legislatil dan/atau delegasi atau atribusinya, yang ditnangkan ke
dalam UU‘Perpu dan atau peraturan pelaksana {misalnya PP sebapai
pelaksana UL Keppres sebagal pelaksana PP. dun sebagainya) atau
peraturan  olonom  (nusalnya  peraturan  dacrah).  Persoalannva  adalah
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bagaimana hubungan pengaturan materi {isi) diari materi yang diatur
dalam peraturan konstitusi ke dalam pertundang-undangan, khususnya Ly?

Lintuk mengetahui bubungan pengaturan antara LU 1945 dan UL,
menurut penulis perlo diketahut dahule apa yang dimaksud dan s ULD
serta UU. Penjelasan Umum UTD 1945 memberi indikasi  dengan
menyatakan “Maka cukup jikslau Undang-undang Passr hunya memuat
aturan-aturan pokok. hanya memuat garis-garis besar schagar nsiruks
kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara rogwra untuk
menyetenggarakan kehidupan negara dun kesepahterian sosabh. Terutama
bagi negara baru dan tegara muda, febih baik hukum dasar yany rertulis it
hanya memuat  aturan-aturan pokok, sedangkan  aturan-aturan  yang
menyelenggarakan aturan pokok itu discrahkan kepada undung-undang yang
tebih mudah carany: muoubuat, merubah, dan mencabut™

Lebib lanjut Pasal 3 Avat (1) dan (3) Tap MPR No. 11 MPR 2000
menyvatakan: (1) Undang-undang Dasar 1943 merupaban bukum  dasar
tertulis Negara Republik [ndonesia, memuat dasar dan gars berar bukum
dalam penyelenggaraan negera, (33 Undang-undang  dibuat wleh  dewan
perwakilan rakyat bersama presiden untuk melaksanaban Undang-undang
dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.

Dari ketentuan di atas. diketabui balwa UULD 1943 hanva benisi
aturan pokok atau wans-garis besar tentang negara, sedangkan UL adalah
aturan vang mengatur atau menyclenggarakan kebih fanjut ketentuan LUD
1945, [ni berarti UTT mengator jebib rines, detail, ataun koakret ketentuan {151}
LUD. Persoaian berikutnya adalah atwran pokok atau garis-garis besar
lentang negara vang bagaimana vang dimuat dalam ULUD s konstitusi?
Kemudian, bagaimana sifal pengaturan lebib lanjut ketentuan LLD atay
konstitusi ke dalam UL

Berkaitan dengan itu, seorang ahli perundang-undangan. yakni Hans
Kelsen mengatakan babwa “coastitution, uswally  chavacterized as it
Sundamental law, s the hasis of the nationad legal vnder (Kelsen, 1973 255}
Dalam bukunya vang lait. beliau juga mengatakan “constitition regulate the
creation of general norms ftainies) may alse determine the content of futire
starnres (Kelsen, 1978; 223). Pendapat i mengartikan aturan pokok tentang
negara sebagar dasar pembentukan hukum nasional atau mengatur
pembentukan norma umum di bawalinya.

Selanjutnya Aniruddin Svarif berpendapat babwa yany dimuaksud
aturan pokok atau waris-uarts besar tentany negara adalah kerangka dasar
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mengenal apa yang harus diperbuat oleh bangsa dan negara {framework of
nation and stare) (Syanif, 1987: 26). Secara lebih konkret, James Bruys
menyebutkan kerangka dasar dimaksud sebagai Vo frame of political societs
orgatized throught and bv law, thar is 1o sav one i which low hus
established permaneni institution  with recogrized functions and definite
rights sor « collection of prineiples according to which the power of
government, the rights of the governed, and relations benveen the mo are

celiusted (Stong, 1973 1.

[Jari uraian Jdi atas, tampak bahwa isi UUD adalah aturan dasar atau
kerangka dasar ataw prinsip-prinsip dasar mengenai negara. Isi int masih
berupa garis besar, yany penjabarannya diserahkan kepada UU. Dengan
demikian, segala ketentuan (isi) yang terdapat di dalam UUD 1945, ving
merupakan pengaturan negara secara garis besar hurus dijabarkan atay dratur
[ebih lanjut dalam /0

Sejalan dengan wraian di atas, A. Hamid 8. Atamimi racngatakan
bahwa ULl mempunyai funest:

I. Mengatur lebih Tanjut ketentuan dalam UUD 1945 vang tegas-tepas
menyeburnya;

2. Mengatur lebih lanjut secara umum aturan dasar lainmya dalam LiLiD
1945 meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya,

3. Mengatur lebih lanjut ketentuan datam Ketelapan MPR yang tegas-rcgas
menvebutnya;

4. Mengatur secara umum ketentuan dalam Ketetapan MPR meskipun tidak
tepas-tegas menyebutnya,

2. Mengatur bidang materi konstitusi, seperti: (1) Organisasi dan susunan
lembaga tertingyi dan tinggi negara, (2) Tata hubungan antara nemar
dengan warga negara atad penduduk. {Suprapto, 1998-130)

Persoalannya adalah sejauhmana fangkavan UL dalam mengatur tebik lanjut

LuuD?

Apabila penulis mengkaji jiwa sistem pengaturan negara Indonesiu,
tampak bahwa apa yang harus diatur ke dalam suatu peraturan bergantuny
pada kehendak rakyat, vang dijelmakan ke dalam kehendak MPR [Pasal 1
Ayat (2) jo. Penjelasan Umum LUD 1945]). MPR schagal penrelmaan
kehendak rakvat menetapkan aturan dasar/pokok negara vany dituangkan ke
dalam UUD dan haluan negara lainnya (Pasal 3 UUD 1945} Melalui UUD
int rakyat {dalam wujud penjclmaannyva) mengalur secara zaris besar tentang
DPR. yang dituangkan ke dalam Pasal 19. Selanjutnya melalui pasal ini pula.
rakyat {dalam hal ini penjelmaannya) mengatribusikan pengaturan aturan
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dasar’pokok tentang DPR ke dalam LL. Dengan dermikian rakyat
menyerahkan sepenuhnya pengaturan tentang DFR kepada pembentuk LT
atau legislatif.

UUD 1945 jo. Perubahannya menyerahkan kekuasaan membentuk
UU kepada DPR [Pasal 20 Ayat (1) Perubahan Pertama LILID 1945].
Meskipun demikian pelaksanaan kekuasaan i tidak dapat dilakukan sendin
oleh DPR. karena harus mendapal persetujuan bersama presiden [Pasal 20
Ayat (2) Perubahan Pertama LT 1945]. Nengan demikian peitgaturan lchih
lanjut atan detal mepgeoal DPR bergantung pada persetujuan hersama
presiden dan DPR.

Di sisi lain, melalul Penjelasan Umum UUD 1945 rakya telah
menetapkan NPR schagai lembaga yang berwenang mengawasl presiden.
Tugas pengawasan yany diberikan kepada DPR tersebut bertujuan agar
presiden telap menjalankan kekuasaannya sesual denean haluatt negara yang
tetapkan rakvat {melalvi penjelmaannya), karena presiden adalah mandataris
rakyat (MPR). Sesual dengan sifat UUD vang singhat dan supel. pengaturan
pengawasan demikian juga hanya hersifat pokok atau saris besar, yang
pengaturan secara detail dilukukan dengan L

UU No. 4 Tahun 1999, yang di dalaminya mengarur hak intcrpelass
DPR adalah salah saw produk legistatif, yang berarti hasi persetujuan
bersama presiden dan DPR. Dilibat dari dusar hukum pembentukannya, [
dibenmuk untuk mclaksanakan atau mengatur lebih langue Fasal 19 LD
1945 Ini berarti, secara Konstitusional, UL ini mempunyai landasan
konstitusi. Secara kompetensi. UL ini dibentuk oleh lembaga yang
berwenang. Selain ity dan segi komitmen, UL merupakan wyjud komitmen
bersama amtara presiden dan DPR, termasuk di dalamnya mengenal adanya
hak interpelasi DPR. Dengan demikian maka pengaturan keheradaan hak
interpelasi DPR adalsh sah, meskipun dalam ULTD 19345 dan LLUD
Perubahannya tidak mencantumkan hak tersebut secars eksplisit.

Hal ini juga dikatakan oleh Yusnl lhza Mahendra bahwa “hak
interpelasi atau meminta keterangan kepada presiden 1ty udak bertentangan
dengan UUD 1943, karena UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok dan
hukurp tertulis, yang sclanjutnya dijabarkan dalam bentuk undang-undang.
Yusril menunjuk Pasal 19 UUD 1943 yang menyebut keberadaan DPR, di
mana hal yang bersangkut paut dengan DPR yang lebih detail dvatur dengan
undang-undang, vakni UU No. 4 Tahun 1oug” Karena itu dalam rangka
melaksanakan tugasnya. DPR diperkenankan menggunakan hak in.
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IV, PENGGUNAAN HAK INTERPFE[.ASI DPR DAL AM KASUS
PEMBERHENTIAN MENTERI OLEH PRESIDEN

Dalam Pasal 33 Avat (2) UL No. 4 Tahun 1999 dikatakan bahwa
DPR mempunyai hak. amara lain hak meminta keterangan (interpelasi)
kepadas presidern. Hak (-hak) vang dimiliki DPR ini adalah dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang ditcgaskan dalam Avat (1)
pasal yang sama. Tugas dan wewenangnya meliput:

1. bersama-sanma prestden membentuk undang-undun;

2. bersama-sama dengan presiden menctapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara:

3. melaksanakan pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan undang-undang;

b. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara;

. kebijakan pemerintah scsual dengan jiwa Undang-udang Dasar 1943
dan Ketetupan MPR,

4. membahas hasil pemeriksanaan atas perfanggungjavwaban keuangan
negara yang diberitshukan ofch Badan Pemeriksa Keuangan, vang
disampaikan dalam rapat paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagal
bahan pengawasan:

3. membahas untuk meratifikast danfatau muemben  persetujuan  atas
permyalaan perany serta pembuatan perdamaian dan poerjanjian dengan
negara Tain vang dilakukan oleh presiden;

0. menampuny dan menindaklanjuty aspirasi dan pengaduan masyarakat;

7. melaksanakan bal-hal vang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan‘aran
undang-undang kepada DPR.

Apabila kasus pemberhentian menteri oleh presiden dibubungkan
dengan tugas dan wewenang DPR di atas, penulis menduga penggunaan hak
interpelasi DPR tersebut berkaitan tugas dan wewenangnya MEngawas!
kebijukan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan
Ketetapan MPR.  Persoalannya adalah  apakah  kebijakan presiden
memberhentikan  kedua  menteri ¢ atas  beruda dalam wewenang
pengawasannya’ Imtuk menjawab persoalan &i atas, penulis perlu melihat
bagaimana scsungguhnyva ketentuan dan jiwa LUUD 1945 dan Ketetapan
MPR mengatur persoalan tersebut,

Pasal 4 Ayat (1} UUD 1945 menycbutkan “Presiden Republik
Indonesia memegany kekoasaan pemerintahan  menurut L'ndang-undang
Dasar. Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 Avat (2) menjelaskan “Presiden ialah
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kepala cksekutif dalam negara..”. Selanjutnya Penjelasan Limum tentang
Sistem Pemerintahan Negara angka [V menyatakan  Presiden galab
penyelenggara nouara yang tertinggl de bawah Majelis”. Penjelusan wnum
ini menguraikan lebih lanjut bahwa “Di bawah Aadelts Permusyawaratan
Rakyat, Presiden ialah penyclenggara pemerintzhan negars tertinggl. Dalam
menjalankan pemerintahan negara. kekuasaan dan tangguny Jawab adalsh o
tangan Presiden (concentration of power dmd responsihiling . upon the
Presicleny”. Ketentuan-ketentuan  terscbut memperhhatkan  oahnwa Lo
menyerahkan kekuasaan penteritahan hepads presiden dan presidenlah yang
bertanggungjawab  atas  sesuasi ataw tndakiya pelaksuan hekuasaan
pemerintahan menwut haluan negara { LUD 1945 dan Ketetupun MPPR)

Jika mengkaji jiwa ULD 1945, pemberian kekiusaan pemeoritahan
kepada presiden menunjukan bahwa presidenlah yang dipercaya rakyat
sehagai lembaga negara yang meny clenggarakarn pemeriitahan schari-hart,
guna mencapal Wjuan yang ditetapkun dao diinginkan rukvat. Setelah
melalui proses penjelmaannya (penilihan unm untuk membentuk Dewan
Perwakilan Rakyat dan ditambah dengan utusan golongan dan utusan
dacrah) takyat menjelma menjadi MPR (Forterrimgsorgan des willens dos
staarsvolkens) {Penjelasan Umum UL 1945). Kedaulatait negara yang ada
pada rakyat dilakukan sepenubnya oleh MPR [Pasal b Avan {2) UL 1945
karena ity MPR memegang kekuasaan terimggl negara (fe Gezante
Staatgewelt liegi allein bei der Myjelisy (Penjelasan Umum UUD 1945).
Selelah menetapkan tujuan dan kerangka dasar dup bermneygara {dituangkan
dalam UUD dan haluan negara) (Pasal 3 UUD 1943), rakyat (MFR)
mengangkat seorang mandataris vakni presiden untuk menyelenggarakan
negara (mandat) guna mencapal tujuan negara yang ditetapkan rakyat
tersebut [Pasal 6 Avat {2) jo. Peniclasan Umum ULUD 1945] Darr sinlah
tampak jiwa UUD 1943 yang menverahkan mandat penyelenggaraan
pemerniniahan negara dan tanggung jawab sepenubnya kepada presiden.

Lembaga-fembaga negara lain, telah  ditentukan kekuasaannya
masing-masing secara legas oleh rakyat (MPR}) melaln putusannya (LD
MPR sebapai lembaga konstitutif, sclain mempunyai kekuasaan Seportl yany
telah penulis kemukakan di atus juga mempunyam wewenang mengubah
UUD (Pasal 37 UUD 1945). DPR mempunyai kekuasaan legislatf, budgeter.
dan kontrol terhadap presiden {Pasal 19 jo penjelasan ULD 1943) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunya kekuasaan melakukan pengawasan
atas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara yang dilakukan oleh
pemerintah (Pasal 23 jo penjclasannya ULD 16453, Dewan pertimbangan
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agung {PPA)Y mempunyvai kekuasaan kepenasthatan 1erhadap presiden (Pasal
16 UUD 1945). Mahkamah agung (MA) mempunyal kekvasaan kehakiman
(peradilan) guna mompertanggungjawabkan pelanggaran ataw  keyahatun
bukum dzalam pelaksanaan negara {Pasal 24 dan 23 jo. penjelasannya LL'D
1945},

Mo kctentuan diatas tampak bahwa prosiden merupakan seniral
aktivitas penvelenppovaan negara, RKarena ketika presiden  menjalankan
pomerintaiian nesarn fembape-lembaga negara loin sk beraksi. Dy sing
ketika preswden nmenrslankan pomerictahan oeeira. DPR vang menyetuju
UL dan APBN  wvung diwsulkan presiden serta mengawasi jalannva
pementtaban. BFR wang memeriksa peoerimaan dan pengaluaran wang
negara olch pemerintain DPR vang membern nasihat kepada presiden dalam
menpalankan pemeriatalun neears, MA vang memints pertanggungjawaban
bukum atas kesalabes hukom dalam penyelenguarans negara, dan MPR vanz
meninta perlangoungwaban atay memberhentkan Presiden.

Moengmgat hal boatas, maka dalam rnaka menjalankan mandat,
presiden dibert kewonunsan sepenuhnya {olch rakyval MPR melalut U0
1943y untuk mencar, menentukan, dan mengangekst pembentu-pembantunya,
bahkan memberhennhannya, Hal ini dinvatakan secara cksplisit dalam Pasal
17 LU 1945 vang menvatakan: (1) presiden dibantu oleh menteri-menterd
negara; {2y Menteci-ienterd itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; {33
Menteri-menter: it wemimpin departemen penterintahan. Selanjutnyva
Penjelasan Tmum raenyatakan “mentenn negara wiak pembantu; menten
negara tidak bertanyeuny-jawab kepada dewan perveakilan rakvat. Presiden
mengangkat dan awmberhentkan menteri-mentert nepara. Menten-mentori
ity tidak bertangeurnsjawab kepada dewan perwakilan rakyvat. Kedudukannya
ndok tergantung kepada dewan. akan tewapn tergantung dar pada presiden.
Mercka talab pemibiinty presiden”. Ketentoan-ketentuan ite memperlihatkan
keheradaan meniert berzantung pada presiden, dan tidak ada keteckaitan dan
ketergantungan  pada DPR. termaspk  dalam hal  pengangkatan  atou
pemberbenttan mentent. Imlah pertanda digunakanva sistom pemeritahan
presulensial oleh U0y 1945,

Apahila mengkan Ketentuan dan prwa LILID 1945, tugas pengawasan
DFPR terhadap prestden adalah pengawasan dalam rangka pelaksanaan haluan
negara vang dimandatkan oleh rakvat (MPR) kepada prestden. Menurut
Pasal 3 dan pemjelisannya hatuan negurs dimaksud dapat berbentuk 11D
atan haluan vany ditelapkan setiap hina tabun ke dalam berbagai Ketetapun
MPR O Selam i Pempelasan Plmum memelashan tebih lanjut bahwa
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“ Dewan Perwakilan Rakvat menganggap bahwa Presiden  sungguh-
sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-
undang Dasar atau Majclis Permusyawaratan Rakyat...”. Dengan demikian
penggunaan hak interpelasi DPR bergantung pada ada atau tidak indikasi
pelanggaran haluan negara oleh Presiden.

*  Mengingat hal di atas. meskipun DPR mempunyai hak interpelasi,
narmun hak itu odak dapat digunakan untuk kasus pengangkatan dan
pemberhentian menten oleh pressden, karena hal itu tidok waa katrannya
dengan pelanggaran haluan negara (LLT) dan Ketelapan MPR). Dalam kasus
ini presiden hanya mclaksanakan wewenang konstitust vang ada padanya.
sehagai pemegang dan penanggungjawab kekuasaan pemcrinatiabian negara.
Karena ilu penggunakan hak interpelast oleh DPER  terhadap presiden
Abdurrahman Wahid dalam kasus pemberhentian kedua menteri di alas
merupakan wujud intervensi DPR lerhadap kekuasaan presiden. sehingga
tindakan DPR itu inkonstitusional.

Jika penulis mengkaji kesungguban DPR mengeu nakan hak tersebut
dalam kasus pemberhentian kedua mentert di atas. disehabkan olel logika
berpikir para anggota yang salah. Pura anggota DPR berpendapat babwa
“otika Presiden Abdurrahman Wahid hendak mengangkat para menteri, 12
meminla masukan bahkan paransi dart para twokoh pariai palitik mengenai
siapa orang yang layak diangkat menjads menteri. Karena itu ketika beliau
memberhentikannya tidak boleh serta imnerta memberbentikannya. karcna
harus konsultasi dahulu dengan tokoh partai politik vang anggotanya
menjadi menten’.

Secara logika, pendapal anggota DPR 1y wajar, tetap persoalannya
adalah apakah sifat konsultasi presiden kepada wkoh partai politik
marupakan kewajiban konstitusional presiden? Secara lukum, tidak ada satu
kelentuanpun yang mengharuskan presulen berkonsuliasi dahulu dengan para
tokoh partal politik. baik dalam hal pengangkatan maupun pembethentian
menteri. Kesediaan Presiden Abdurrahman Wahid memintn masukan atan
garansi tokoh pelitik tersebut, hanyalah sebatas sifal akomodanf Presiden
atas berbagai aliran politik yang ada, untuk memibangun sinergl bersama,
agar letap menjaga persatuan dunt kesatuan bangsa scrta membangun semua
aspek kehidupan bemegara ke depan yang, lehih baik. Hal ini dilakukan oleh
presiden, mengingat situasi dan kondisi hangsa dan negara pada saat 1
herada dalam krisis vang multidimens:. Karena iu. sepatutnya tokoh panal
politik berterima kasih kepada presiden atas anggotanya ¥ang diangkat
menjadi menteri, namun sehaliknyy tidak ada kewenangan mempersoalkan
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pemberhentiannya olch presiden. Demikian juga DPR schagai lembaga,
tidak ada kewenangan untuk memperscalkan hal v, schingga penggunaan
hak interpelasi itu, vang bertendensius untuk menjatuhkan  presiden,
merupakan perbuatat inkonstitusional. Inilah salah sawa kebodohan besar
PR di masa reformasi ini.

¥, DAMPAK PEMBERHENTIAN MENTERI TERHADAP
PERTANGGUNGIAWABAN PRESIDEN

Meskipun presiden telah membert jawaban keterangan vang dinnmta
DPR. tampaknyva DPR tidak merasa puas. Bahkan karena jawaban itu tidak
menyentub substanst vang dimita DPR dan mempersoalkan hak interpelass
DPR  yung dianyesap mskonstitusional,  jawaban 1o dianggap  tdak
tnenghormati bahkan melecehkan DPR (Anonum, 201000 11}

Ade Komarudin fsngpota DPR dan Partar Golkar), misalnya.
menyatakan bahwa ternyata alasan pemberhentian menteri ito tidak dijawah
aleh presiden. Jawaban it hanya schagai penjelasan akadeniis yvang udak
lchih dari polink kata-kata vang tidak mempunval dasar kekuaran hukunt.
Apabila sampai dengan Desember mendatang ttabun 2000) belum  juga
menjawab substunsi 5 pertanyasn DPR, Gus Dur bisa dikatakan melakukin
kehohongan politik. Dengan demikian DPR bisa memberkan memorandum
perlama’ {Anonan, 2000 9.

Beberaps pendapat laim jusa bermunculan, menyoroti jawaban
presiden. Hamdan Zulva jugs menilai jawaban presiden hanya perdebatar
akademik yang tidak pantas disampaikan dalam forem tni {Anomm, 20000
9. Aisvah Aminv menyatakan jawaban presiden yvang berlindung pada
sistem presidensial dengan maksad agar DPR tdak menggunakan hak-
haknya. Bcerbeds dengan kedua pendapat di atas. Andi Malarangeny
menyatakan jawaban Crus Dur sepertt itu mengakibatkan ketegangan politik
berlanjut {Anonim., 2000c: 11).

Terhadap kekecewaan anggota DPR, pada tanggal 21 Jubi 2000 jam
1530 WiB Presiden telah menyampasikan jawaban kedua secara tertulis,
vang intinya menyanghut tiga hal. Pertama, presiden meminta maaf atas
semua akibat dan apa vang terjudi dari kejadian-kejadian tersebut, kedua,
presiden menvatakan penggunaan hak interpelast itu tidak mempunyai dasar
konstitusi, dan ketiva presiden bersedia memben menjelaskan  alasan
pemberhentian kedua menten tu dalam rapat tertutup {Anonim, 2000¢: 4).
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Meskipun presiden telah memberikan jawaban keduz {mecialw surat),
ternyata jawaban itu tidak menjadikan persoalan interpelasi sclesai. Babkan,
sebagaimana penulis kemukakan di bagian pendahuluan whsan ini, enam
fraksi DPR (252 angeolta) melakukan pengumpulan tandatangan dan
bersepakat menggunakan hak pernyataan pendapat DPR (Anomim, 2000 4.
Tampaknya DFR ingin mengangkat kasus ini pada ungkatan yang lebih
tinggi. Melalui hak ini, PPR akan menentukan sikap politik terhadap
Presiden, apakah presiden dinyatakan melanpgar haluan negara .tau vdak.

Ada dua usul pendapat yang digjukan oleh dua kelompok pengusul
kepada DPR. Usul kelompok perlama yung ditandatangm 232 angyota
berpendapat predisen betun menjawab substansi pertanyaan yang digjukan
dewan, Ini menandakan tidak baik dan terkesan presiden mengalihkan
substansi masalah dan tidak sunguh-sungguh ingin melaksanakan undnag-
undang Nomor 4 Tahun 1999, Karen itu presiden dapat dianggap sungguh-
sungguh melanggar sumpah jabatan, yang menegaskun Keharusan presiden
memegang teguh UL 1945 dan menjalankan undang-udang dan peraturan
lainnya dengan selurus-lurusnva sebagaimana tercantunt dafam Pasal 9 LIUD
1945 (Anonumn, 2000¢: 41,

Berbeda dengan itu, usul kelompok kedua {oleh 23 anggota OPR dari
Fraksi Partai Kehangkilan Bangsa, Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, dan
Fraksi Daulatul Ummah) berpendapat kehadiran presiden memenuhi DPR
nenunjukan bukan saja siap memberikan |awaban tetap juga siap Mmenenma
kritik dan secara substansial tidak mempersoaikan kedudukan hak interpelas)
dalam konstitusi. Karena it tidak relevan apabila ada pilhak yang keberatan
ataw apriori terhadap sikap presiden yang masih membulka kembalidiskursus
tentang kedudukan hak interpelasi di tepgah  konstitusi dan sistcm
ketatanegaraan yarg kita miliki™ (Anonim, 200c: 11},

Terlepas dari perbedaan substansi disampaikan kedua kelompok
pengusul, tampak bahwa Kasus pemberhentian kedua menteri oleh presiden
berdampak pada jabatan presiden. Usulan pemyataan pendapal yang
menganggap presiden  sungguh-sungguh  melanggar sumpah jabatan
mengarah kepada dampak texsebut, Apabila diank gans kemungkinan, maka
dampak selanjutnya bisa inengarah kepada 51 MPR guna mempertanggung-
jawabkan presiden.

11al di atas menimbulkan pertanyaan besar, apakah presiden dapat
dimintakan pertanggungjawaban melalui 81 MPR  atas pemberhentian
menteri  vang dilakukannya”?  Porsoakn menjadi  penting  untuk
dijernihkan, mengingat pada era reformas) im DPR kerap diangzap schagai
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ujung tombak reformasi, sedangkan pemerintah kerap menjadi sasaran
reformasi akibat keburukan pemerintah masa lalu.

Secara konstitusional, pertangpungjawaban presiden dapat dilakukan
dengan duaz cara. Pertama, pertanggungjawaban presiden di akhir masa
Jabatan, dan kedua pertanggungjawaban di tengah masa jabatan.
Pertanggungjawaban di akhir masa jabatan dilakukan lima tahun sckali,
akibat masa jabatannya berakhir pada Sidang Umum MPR.
Pertanggungjawabarn itu dilakukan dalam rangka apakah MPR mencrima
pclaksanaan tugas presiden yang telah dilakukan selama masa jabatan.
Apabnla pertanggungjawaban ini tidak diterima, hanya berdampak pada tidak
diangkatnya kembali sebagai presiden pada masa berikutnya.

Pertanggungiawaban presiden di dalam masa jabatan adalah
pertanggungjawaban yang dilakukan karena presiden dianggap sungguh-
sungguh melanggar haluan Nepara dzlam  Sidang Istimewa MPR.
Pertanggungjawaban ini baru bisa dilaksanakan apabila telah ditempu
memeorandum pertama (selama 4 bulan), memorandum kedua {satu bulan},
dan adanya permintaan DPR kepada MPR untuk melakukan Sidang
Istimewa MPR guna meminta pertanggungjawaban presiden (Tap MPR No.
II/MPR/I978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga
Tertingpi Negara dengan dan/atau antar Lembaga-tembaga Tinggi Negara).

Esensi pertanggangungjawaban presiden melalui SI MPR karcha
adanya unsur pelanggaran hajuan negara. Dalam kasus di atas ada kesalahan
anggapan anggota DPR, yang secara emesional menganggap presiden
melanggar haluan negara. Padahal seperti vang penulis uraian di atas, dalam
kasus tersebut tidak ada pelanggaran haluan negara oleh presiden, bahkan
presiden melakukan tindakan yang konstitusional mengingat tanggung jawab
pemerintahan berada padanya. Ini artinya, jangankan membawa Presiden ke
51 MPR untuk mempertanggungjawabkan kasus pemberhentian menetri
olehnya, mempertanyakan saja DPR tidak mempunyai dasar hukum, Karena
itu, gagasan, emosi, atau gerakan yang ingin meminta pertanggungjawaban
Fresiden melalui 81 MPR atas kasus tersebut, merupakan tindakan keliru
besar, bahkan merupakan kebodohan DPR. Dengan demikian kasus
pemberhentian menteri oleh presiden tidak dapat menjadi dasar jatuhnya
jabatan presiden.
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¥I. PENUTUP
A, Kesimpilan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara yundis hak
interpelasi tidak diatur secara cksplisit dalam UUL 1945, Meskipun
demikian bukan berarti UUD 1945 tidak menutup keberadaan hak tersebut.
Sesuai dengan sifatnya yang singkat san supel, ULD 1945 hanya mengatur
hai-hal yang pokok atau dasar tentang negara vang rninsiannya atau
penjabarannya diatur lebih lanjut oleh UL Salah satu hal pokok vang diatur
ULID 1945 adalah keberadaan lembaga DPR dan kekuasaannya {Pasal 19 jo
Penjelasan Umum UUD 1945), yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut
dengan ULL

ULl No. 4 Tahun 1999 adalah wuyud dan pengaturan leinh lanjue
tentang  (antara laim) DPR dan kekuasaannya Berdasarkan amanat
konstitusi, legislatif (presiden dan DPR) bersepakat menciplakan dan
mengatur hal-hal yang bersangkut paut dengan DPR, termasuk di dalammya
adalah hak interpelasi DPR. Karena itu hak interpelasi mempunyai status
hukum yang sah, dalam arti konstitusional.

Meskipun hak interpelasi mempunyal kekuatan hukum konstitusi,
namun hak itu tidak dapat digunakan terhadap kasus pemberhentian menten
oleh presiden. Karena hak itu hanya digunakan untuk mengawasi kebijakan
pemerintah, apakah melangpar haluan negara atau tidak. Dn sini unsur
pertama yang harus diduga adalah ada atau tidak pelanggaran haluan negara
oleh Presiden. Berkhitan dengan pemberhentian menteri tersebut, UTUD 1945
menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, yang disebut dengan hak
prerogatif presiden. Dari sini, lembaga yang disebut DPR seharusnya sudah
mengerti betul bahwa hal iu hak presogatif presiden dan tidak ada
kewenangan DPR. untuk mempersoalkan hal itu, sehingga tidak ada indikasi
pelanggaran haluan negara olch presiden. Dengan demikian, penggunaan hak
interpelasi oleh DPR dalam kasus tersebut adalah kesalahan besar DPR.

Karena penggunaan hak DPRE dalam1 kasus di atas merupakan
kesalahan besar DPR, maka pemberhentian menteri tidak berdampak
terhadap pertanggungjawaban (jabatan} presiden. Presiden tidak dapat
disalahkan atas kasus tersebut, bahkan presiden melaksanakan tmdakan
konstitusional. Karena itu upaya DPR mengangkat dan membawa presiden
ke arah pertanggungjawaban melalui ST MPR  merupakan tindakan
inskonstitusional.
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B, Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, penulis perlu mengemukakan
beberapa saran:
. Kepada DPR, sehaiknva DPR (baik secara lembaga maupun anggota
pergrangan} memahami tugas, wewcnang, dan hak-hak konstitusinya.
apabila kita scpakat melaksanakan reformasi konstitusional, sehingga
tidak terjadi kekeliruan dalam menggunakan kekuasaan, wewenang atauy
haknya dan mclepaskan semua kepentingan individu kelompok atay
politiknya masing-masing;
Kepada presiden, sebaiknya presiden bersikap terbuka  dalam
menjalankan  semua  funtutan konstitusi, termasuk  dj daiamnyva
menyampaikan alasan pemberhentian kedua menter, schingga tidak
menimbulkan interpretasi yang destruktif,
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